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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia yang terus berkembang dengan perubahan yang semakin cepat, 

terutama di era modern ini yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan 

kompleksitas sosial, administrasi publik menjadi sebuah arena yang senantiasa 

bertransformasi. Pemerintah, khususnya di tingkat daerah, menghadapi tantangan yang 

semakin rumit dalam menjalankan tugasnya. Salah satu elemen penting dalam tata 

kelola pemerintahan yang efisien dan transparan adalah pengelolaan Surat Perintah 

Perjalanan Dinas (SPPD). Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bukan 

hanya sekadar administrasi perjalanan pegawai, melainkan mencerminkan integritas, 

akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. 

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, menghadapi 

dinamika pemerintahan daerah yang kompleks. Dalam konteks ini, Inspektorat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan memegang peran vital sebagai lembaga pengawas dan 

pengendali dalam lingkup pemerintah daerah. Inspektorat bertanggungjawab untuk 

memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan dengan efisien, 

serta memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah 

Provinsi Sumatera sering dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks terkait 

pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Proses persetujuan SPPD yang 

rumit, seringkali melibatkan berbagai tahapan persetujuan dan persyaratan, dapat 

menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dinas pegawai. Selain itu, pelaporan 

perjalanan dinas
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juga menjadi isu kritis. Data yang tidak akurat dalam laporan perjalanan dinas dapat 

menghasilkan informasi keuangan yang tidak akurat, mengganggu perencanaan 

anggaran di masa mendatang dan mengurangi transparansi dalam penggunaan dana 

publik. 

Gambar 1.1 Website Untuk Input Perjalanan Dinas 

 

Sumber: Website Inspektorat 2023 

Selain itu penelitian ini memiliki peran strategis dalam mendukung komitmen 

Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya 

SDG 16, dengan fokus pada Target 16.5 yang menitikberatkan pada pembatasan 

korupsi dan praktek suap. Pencapaian Target 16.5 menjadi sangat esensial, terutama 

dalam konteks pemerintahan daerah di mana integritas dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan dana publik memegang peran krusial. 

Integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik menjadi landasan 

utama untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Dalam konteks 

inilah penelitian ini berperan dengan memberikan kontribusi konkret dalam upaya 

pemberantasan korupsi dan praktek suap. Melalui identifikasi, analisis, dan 

rekomendasi terkait mekanisme pengawasan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), 
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penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang potensi risiko korupsi yang 

mungkin muncul. 

Dengan memahami kendala-kendala yang dapat menjadi pemicu praktik 

korupsi, penelitian ini dapat membantu merumuskan strategi preventif yang efektif. 

Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada peningkatan mekanisme 

pengawasan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), tetapi juga dapat mencakup 

perbaikan dalam kebijakan dan prosedur yang mendukung tata kelola pemerintahan 

yang baik. Sehingga penelitian ini menjadi sebuah langkah proaktif dalam mendukung 

upaya pemerintah daerah untuk mencapai target SDG 16.5, yang pada gilirannya 

diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap keberlanjutan pembangunan di 

tingkat lokal dan kontribusi lebih luas terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan 

secara keseluruhan. 

Dalam konteks ini, pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya sekadar tugas administratif 

biasa, melainkan juga mencerminkan integritas institusi dan kemampuan pemerintah 

daerah dalam memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien, efektif, dan 

adil. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan komprehensif mengenai 

Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Inspektorat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan sangat penting, dalam Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas 

yang menjadi fokusnya yaitu Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dan 

Pengawasan Anggaran Dinas. Dalam hal ini bertujuan untuk mengevaluasi 

akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dan Pengawasan 

Anggaran Dinas, sehingga dapat diidentifikasi sejauh mana pelaporan ini telah 

memenuhi standar akuntabilitas atau sebaliknya. Oleh karena itu, penting untuk 
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memahami betapa signifikan peran laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas di 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.  

 

Dalam hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara 

mendalam dan analitis mengenai kompleksitas Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan 

Dinas (SPPD) di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berpedoman 

pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

Jika dilihat dari pedoman tersebut pada bagian pelaporan dan pengawasan anggaran 

dinas, Inspektorat daerah provinsi sumatera selatan belum sepenuhnya mematuhi 

peraturan yang ada, hal ini bisa dilihat dengan kurangnya kesadaran pegawai dalam 

proses laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas hal ini terbukti dari banyaknya 

laporan pertanngungjawaban yang dikumpul tidak tepat waktu dan masih banyak 

pegawai yang mengeluh dana perjalanan dinas yang lama cair namun mereka tidak 

menyadari jika terhambatnya pencairan salah satu faktornya yaitu laporan 

pertanggungjawaban yang lama dilaporkan dengan kurun waktu yang sudah 

ditetapkan.  Selain itu juga masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang 

memantau anggaran perjalanan dinas yang mengakibatkan kurang transparansi pada 

saat pelaporan. 

Berikut uraian permasalahan di atas sebagai berikut: 

1. Kurangnya kesadaran pegawai dalam mengumpulkan laporan 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bab IX tentang Pertanggungjawaban biaya 

perjalanan dinas Pasal 34 disebutkan bahwa pegawai melakukan 

pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada petugas paling lambat 5 (lima) hari 
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kerja setelah perjalanan dinas namun nyata implementasinya tidak sesuai dengan 

aturan yang sudah ditetapkan. 

Gambar 1.2 Isi Pergub Sumsel No. 5 Tahun 2021 Bagian Pertangungjawaban 

 

Sumber: Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 5 Tahun 2021 

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengawasan anggaran dinas 

Berdasarkan data di atas masih banyak laporan yang dikumpul secara tidak tepat 

waktu salah satunya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang bertugas dalam 
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pengawasan anggaran dinas hal ini menyebabkan masih terdapat kesalahan di 

bagian laporan anggaran dinas pada saat pelaporan. 

Tabel 1.1 Pemilihan Judul 

No. Bentuk Kesadaran Keterangan 

1. 

Kurangnya Kesadaran Pegawai 

dalam pelaporan perjalanan 

dinas. 

Masih sedikit pegawai yang melaporkan 

laporan pertanggungjawaban secara tepat 

waktu. 

2. 

Kurangnya Sumber Daya 

Manusia dalam melakukan 

pengawasan anggaran dinas. 

Hanya satu pegawai dibagian pelaksana 

verifikator perjalanan dinas sehingga 

kurang efisien dalam pengawasan. 

Sumber: Diolah Penulis 2023 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai lembaga pengawas, 

harus memberikan contoh terbaik dalam tata kelola keuangan publik. Ketika Surat 

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dikelola dengan baik, hal ini bukan hanya 

memberikan kepercayaan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas dinasnya, tetapi 

juga menciptakan transparansi yang diperlukan untuk memastikan bahwa dana publik 

digunakan dengan sebaik-baiknya, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian 

terhadap “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN SURAT PERINTAH 

PERJALANAN DINAS (SPPD) DI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI 

SUMATERA SELATAN”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di latar belakang, maka penulis menyimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimama Akuntabilitas Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas di 

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Surat 

Perintah Perjalanan Dinas di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini yaitu 

sebagai berikut:  

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan 

Dinas di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Akuntabilitas 

Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas di Inspektorat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan. 
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1.4    Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman serta wawasan 

dalam lingkup bidang studi pemerintahan, manajemen dan administrasi publik.  

2. Manfaat Praktis  

1. Bagi Pemerintahan 

  Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan 

internal dalam Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang 

merancang proses dan prosedur yang lebih efisien, termasuk penyederhanaan 

proses persetujuan, penggunaan sistem pelaporan yang lebih efisien, dan 

perubahan dalam pengawasan anggaran. Dengan prosedur yang lebih baik, 

pemerintah dapat menghemat waktu dan sumber daya, meningkatkan 

transparansi dalam pengelolaan dana publik, serta memperbaiki kualitas 

layanan publik. 

2. Bagi Masyarakat 

Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang lebih efisien 

berarti dana publik dapat dialokasikan dengan lebih bijaksana. Penghematan 

yang dihasilkan dari proses administrasi yang lebih efisien dapat diarahkan 

ke proyek-proyek dan program-program yang langsung bermanfaat bagi 

masyarakat, seperti layanan kesehatan yang lebih baik, infrastruktur yang 

memadai, dan pendidikan yang berkualitas. 
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